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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan merupakan  suatu  proses perubahan  menuju arah 

yang lebih baik dengan mendayagunakan  berbagai sumber daya yang ada, dalam  

rangka  meningkatkan  kesejahteraan   sosial  dalam  suatu   lingkungan, wilayah/ daerah  

dalam jangka  waktu  tertentu.   Proses  perencanaan  yang  baik merupakan awal  bagi 

pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

yang sesuai dengan kebutuhannya. Perencanaan pembangunan   menjadi  tahap   awal    

dalam  proses  pembangunan,   yang  akan menjadi   pedoman/ acuan   dasar   bagi  

pelaksanaan   kegiatan   pembangunan. Dengan perencanaan yang baik diharapkan 

dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, terutama yang terkait 

dengan kesejahteraan masyarakat. 

Undang-undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan 

Nasional mengamanatkan  bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun    

dokumen   rencana    pembangunan    daerah.     Sebagaimana   yang tercantum  dalam 

Pasal  4  Ayat  1    Peraturan  Pemerintah Nomor  8  Tahun  2008 tentang   Tahapan,    

Tata    Cara    Penyusunan,     Pengendalian    dan    Evaluasi Pelaksanaan  Rencana  

Pembangunan  Daerah,   bahwa  Rencana  Pembangunan Daerah   meliputi  Rencana   

Pembangunan   Jangka  Panjang   Daerah   (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD),  dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).  Salah 

satu turunan  Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang harus  disusun  oleh 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  adalah Rencana Kerja  (RENJA)  OPD. 

Dokumen Renja adalah dokumen perencanaan  tahunan  yang merupakan 

penjabaran    dari   Dokumen   Rencana   Strategis   (RENSTRA)  OPD    yang  akan 

digunakan sebagai  masukan  dalam penyusunan  Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).  

Renja OPD  memuat tentang  sasaran  yang akan  dicapai,  arah kebijakan, program,   

kegiatan  dan  kebutuhan   pendanaan   setiap  tahunnya.   Penyusunan RENJA   Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku  Tahun    2023   merupakan    
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bagian   dari    pelaksanaan perencanaan tahun  ketiga Rencana Strategis (Renstra)  Dinas 

PKP Tahun 2019-2024. 

Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Maluku mempunyai arti yang strategis dalam mendukung 

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat 

beberapa hal sebagai berikut : 

1.  Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi 

dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 

(Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD). 

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, 

PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022. 

3.  Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program 

kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum 

dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat 

Daerah. 

Pada tahun 2022 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2019-2024. Mengingat 

arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program 

pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan 

hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur 

penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah. 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 antara lain : 

1.  Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu 

RKPD tahun berkenaan. 

2.  Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana 

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 
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3.  Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan 

yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 

4.  Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil 

(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan 

yang menunjukkan prakiraan maju. 

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan 

Strategis tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku 

menyusun Rencana Kerja Tahun 2022. Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan 

PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD.  

 

 

Gambar 1. 
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja 

 

1.2 Landasan Hukum 

Adapun yang menjadi Landasan hukum penyusunan Renja OPD Tahun 2022 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Nasional; 

9. Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun  2011  Nomor 7, 

Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 

Negara/Daerah; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 
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21. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang Standar    

Pelayanan   Minimal.    Tambahan   Lembaran    Negara    Republik Indonesia Nomor 

6178; 

22. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

23. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; 

26. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Secara umum, maksud penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Maluku adalah untuk memberikan gambaran mengenai 

kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-

masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman untuk satu tahun mendatang. Secara khusus Rencana Kerja ini 

mempunyai tujuan: 

1. Memberikan landasan operasional bagi Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Maluku dalam menyusun Rencana Kegiatan tahun 2023; 

2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023; 

3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; 

4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan tahun 2023. 
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5. Sebagai  instrumen  pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian  kinerja Dinas 

PKP Provinsi Maluku dalam kurun waktu satu tahun  serta capaian  kinerja tahunan 

 

1.4 Sistematika 

Untuk memudahkan pemahaman dari konsep Rencana Kerja Organisasi 

Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Maluku disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

  Merupakan penjelasan umum, latar belakang, landasan hukum 

penyusunan Renja OPD, maksud dan tujuan penyusunan Renja serta 

sistematika Renja Tahun 2023. 

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu 

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 

Renja OPD tahun lalu (tahun n-4) dan perkiraan capaian tahun berjalan 

(tahun n-3), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan 

dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program 

dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, Analisis 

Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Strategis Dinas, Review terhadap 

Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Program dan Kegiatan. 

Bab III  : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 

  Merupakan hasil telaah kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja 

OPD serta program dan kegiatan tahun 2023. 

Bab IV : Penutup 

  Menguraikan secara singkat mengenai penegasan kembali penyusunan 

Renja OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku 

Tahun 2023, serta harapan-harapan keberhasilan pelaksanaannya. 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 

 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021  

Evaluasi  hasil   pelaksanaan  kinerja  Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Maluku pada tahun 2021 dilakukan  dengan melihat indikator  

kinerja  yang sudah ditentukan dalam Renstra Dinas PKP  Provinsi  Maluku Tahun   

2019-2024    terhadap   Indikator    Kinerja    Kunci    (IKK). Dinas PKP Provinsi Maluku 

pada tahun 2021 evaluasi hasil pelaksanaan  dan pencapaian pada  5   (Lima)  

indikator  kinerja  pembangunan daerah dengan capainnya  melebihi target  walaupun 

ada 1 (Satu) Indikator Kinerja tidak mencapai target dikarenakan terjadinya 

Refocusing anggaran sebagaimana   tercantum   dalam  Tabel 1 (Terlampir -1). Untuk 

evaluasi SPM (Standar Pelayanan Minimal) Tahun 2021 pada dinas PKP Provinsi 

Maluku itu sendiri bisa dilihat pada Tabel 2 (Terlampir-2). 

Sedangkan dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan 

indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian 

program/kegiatan maupun realisasi. Pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan  yang 

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  Provinsi Maluku tahun 2021 

mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 30.613.084.011,- yang bertujuan melaksanakan 

program dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut dalam Tabel 

3 (Terlampir-3). 

 

2.2.  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 

A.  Tugas Pokok dan Fungsi OPD 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 

Maluku, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku mempunyai 

tugas: “Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada daerah Provinsi”, dengan fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 
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c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan 

permukiman; 

d. Pembinaan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 

e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; 

g. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

B.  Struktur Organisasi 

Strukutur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku 

disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan 

Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku dengan susunan 

sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan 

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Rumah Umum, terdiri dari : 

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan 

2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan.  

d. Bidang Rumah Swadaya, terdiri dari : 

1.  Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan 

2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan. 

e. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari : 

1.  Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan 

2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan. 
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f. Bidang Prasarana dan Pembiayaan, terdiri dari : 

1.  Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan 

2.  Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

C.  Permasalahan Terkait Kinerja OPD 

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Maluku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain: 

1.  Tingginya pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan bertambahnya 

jumlah rumah tinggal per KK (kepala keluarga) mengakibatkan masih tingginya 

tingkat backlog;  

2.  Masih banyaknya kualitas rumah di kawasan perkotaan dan pedesaan yang 

belum memenuhi kriteria layak huni; 

3.  Tingginya perpindahan penduduk/urbanisasi yang semakin meningkat 

menyebabkan kesan kekumuhan di lokasi padat penduduk; 

4.  Aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap perumahan beserta sarana 

prasarananya yang belum memadai; 

5.  Pembangunan perumahan khususnya di area perkotaan terkendala proses 

pengadaan lahan; 

6.  Data base Perumahan dan Permukiman yang belum ter-update; 

7. Terdapat Sisa Kawasan  Kumuh  seluas 1.238,43 Ha yang harus  ditangani. 

8. Belum mantapnya sistem koordinasi penyelenggaraan perumahan dan 

permukiman, antar wilayah maupun antar sektor. 

 

2.3.  Isu-Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 Isu-isu strategis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku antara lain: 

1    Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal dibidang perumahan dalam 

rangka tercapainya target Rumah Layak Huni dan terjangkau serta penyediaan 

sarana dan prasarana dan utilitas yang memadai 
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2.  Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh 

regulasi yang bersifat insentif  

3.  Rendahnya keterjangkauan (affordability MBR baik membangun atau membeli 

rumah) salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak 

huni (potensi perumahan dan permukiman kumuh)  

2.4.  Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Ada lima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan teknokratis, politis, 

partisipatif, top-down, dan bottom-up. 

1.  Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja) 

Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. 

Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan 

yang diusulkan RKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah 

yang disepakati dalam Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya 

dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, 

mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan. Pendekatan 

teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu 

b. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan 

pemerintahan daerah masa kini 

c. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan 

RKPD 

d. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan 

e. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal 

daerah) 

f. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan OPD berbasis kinerja 

g. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan 

mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal 

h. Tolok ukur dan target kinerja keluaran 

i. Tolok ukur dan target kinerja hasil 

j. Pagu indikatif program dan kegiatan. 
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k. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya 

l. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, 

serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran 

2.  Pendekatan Demokratis dan Partisipatif 

Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses 

pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD 

b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non 

pemerintah dalam pengambilan keputusan 

c. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan 

d. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum 

perempuan dan kelompok marjinal 

e. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD 

f. Pelibatan media 

g. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan 

perencanaan partisipatif 

h. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan 

keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan 

tujuan, strategi, dan kebijakan dan prioritas program 

3.  Pendekatan Politis 

Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut : 

a. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis 

atas visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, 

dan program pembangunan daerah 

b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD 

c. Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari 

proses penyusunan RKPD 

d. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD 

e. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang 



 

  12 

 

RENJA DPKP | 2O23 

setelah ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam 

penyusunan RAPBD 

4.  Pendekatan Bottom-up 

Pendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi 

dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih 

b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat 

tentang prioritas pembangunan daerah 

c. Mempertimbangkan hasil Forum OPD 

5.  Pendekatan Top-down 

Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L 

b. Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD 

c. Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD 

d. Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem 

e. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan 

global seperti Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development, 

pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), 

dan sebagainya. 

 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku menerima usulan 

program dan kegiatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten/Kota pada saat pelaksanaan Rapat Kerja (Forum) OPD Provinsi dan telah 

diakomodir dalam rumusan Rencana Kerja. 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1.  Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah 

harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, 

menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang 

perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, 

maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus 

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD). 

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki 

Renja-OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-OPD dan mengacu 

kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat. 

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme 

perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin 

mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan 

dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud 

disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan 

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 
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Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang 

ada dari shopping list ke working plan. Dimana organisasi perangkat daerah menyusun 

perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan 

hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, 

proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. 

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat 

menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, 

kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong 

berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-

kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih 

baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama 

ini. 

 

3.2.  Tujuan dan Sasaran Renja OPD 

Renja OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku 

Tahun 2023 disusun dengan tujuan sebagai acuan perencanaan pembangunan, agar 

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat 

berjalan dengan baik, serta mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi 

masyarakat. 

Sasaran Renja OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Maluku Tahun 2023 adalah memberikan arah, membangkitkan kesadaran dan 

komitmen serta menyamakan persepsi aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman tentang rencana implementasi mengurangi angka kemiskinan dan 

pembangunan infrastruktur di Maluku dalam kurun waktu 1 tahun. 

 

3.3. Program dan Kegiatan 

a.  Program dan Kegiatan 

Pada tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku 

merencanakan 5 (Lima) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) 
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Sub Kegiatan yang termasuk dalam 1 Prioritas Daerah, yakni Prioritas I : Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, dengan Program Priotitas I.1 : 

Program Pengembangan Perumahan. 

Selengkapnya usulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku 

Tahun 2023 dapat dilihat pada usulan Rencana Kerja OPD (terlampir-4). 

b.  Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan 

 Rencana lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2023 tersebar di seluruh 11 (sebelas)  

Kabupaten/Kota. 

c.  Jumlah Pagu Indikatif 

Rencana kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Tahun 2023 sebesar                   

Rp. 297.141.804.361,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh milyar seratus empat puluh 

satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah). 
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BAB IV 

PENUTUP 

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan 

berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata 

dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang 

mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan 

keterlibatan lebih banyak para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan 

mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down 

effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.  

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku 

ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang tercapainya 

Visi dan Misi Provinsi Maluku serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan 

melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 

2023. Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif didalam Renja Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pembangunan dan pelayanan 

masyarakat. 

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Maluku Tahun 2023 maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya 

penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkanakan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan 

sinergis serta berkelanjutan. 
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